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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentartig Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, teralkhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun

anggaran berakhir;

bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012;

bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dar
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
i2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (..embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Fembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito
Utara Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahu 1 2004 tentang Perbendaharaan
o te
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);
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125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimar.a telah diubah beberapa kali, terakhir deagan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua
a-tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daeraa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438j;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20219 tent ng Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Nega: . Reput Indonesia Tahun

2009 Nomor 130 Tambahan Lemba: 1 Neg: l¢ blik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 20( ‘tar  Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Re:  slik I »nesia Tahun 2009
Nomor 155, Tambahan Lembarar legara epublik Indonesia

Nomor 5074);

.Undang-Undang Nomor 12 Tahun Ull (e itang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {'Lembara; Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, T: .ibaha : Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 57 34);

. Peraturan Pemerintah Noinor 20 "ahun 2007 tentang Pembinaan
dan Pengawasen ata: Penye!rnggaran ‘¢ erintahan Daeran
(Lembaran Negara R opublik Indonesia T 1w 2001 Nomor 41,

Tambahan Lembarar Negara Republik Inc¢  es . Noror 4090);

5. Peraturan Pemerir iah Nomor 24 Tahun 20 t  ntang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan « n Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara 1'epublik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembarar Negara Republik

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diu’ah beberapa kali,
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Pimpinan dan Anggota Dew n Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712},

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tenteng Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4570y,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 teatang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah aengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nemor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4577},

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,

ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4585,

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peimnbagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor &2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);

_Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah

i

Kabupaten Katingan Tahun 200& Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daeah (Lembaran

Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1};

.Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun

2011 Nomor 19};
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 24);

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahkun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaart Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2012;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan

BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

lenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonorai seluas-
luasnya dalam systern dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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penyelenggara Pemerintah Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;
Bupati adalah Bupati Katingan;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnye
disebut APBD adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintah
Daerah yang dibahas dan disetujui bersama olenh Pemerintal

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pertanggungjawaban adalah Laporan Keuangan yang disusun
sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas

Laporan Keuangan,;

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikar.
ikhtisar sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode
pelaporan.  Laporan  Realisasi Anggaran  menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinva daiam satu

periode pelaporan;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu eatitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggsal tertentu;

Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas
selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada

tanggal pelaporan;

Catatan Atas Laporan Keuangan adalah Laporan yang menyajikan
penjelasan atau daftar terperinci atau analisa atas nilai suatu pos
yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Meraca, dan
Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
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penyajlan yang wajar atas laporan keuangan, scperti kewajibar

kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
BAB II
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuarigan badan

usaha milik daerah / perusahaan daerah.
Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) huruf a tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

a. Pendapatan 683.946.458.950,10
b. Belanja 692.364.261.997,00
Surplus/Defisit . (8.417.803.046,90)
c. Penerimaan Pembiayaan 242.846.313.294,42
Pengeluaran Pembiayaan 3.500.000.000,00
Pembiayaan Neto 239.346.313.294,42
Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 21.686.065.854,28 dengan rincian sebagai beril-ut :
a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp. 662.260.3923.095,82
b. Realisasi Rp. 683.946.458.950,10

Selisih lebih / (kurang) Rp. 21.686.065.854,28




Rp. 209.633.541.363,24 dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah
Rp. 901.997.803.3560,24
perubahan
h. Realisasi Rp. 692.364.261.997,00

Selisih lebih / (kurang) Rp. 209.633.541.363,24

Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah

Rp. 229.679.632.827,49 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit setelah

Perubahan Rp. (239.737.410.264,42)
b. Realisasi Rp. (8.417.803.046,90)
Selisih lebih / (kurang) Rp. 231.319.607.217,52

Selisih anggaran dengan realisasi penerimeaan pembiayaan

sejumlah Rp. 201.096.970,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan

pembiayaan setelah perubahan Rp. 243.237.410.264,42
b. Realisasi Rp. 242.846.313.294,42
Selisih lebih / (guran-) Rp.  391.096.970,00

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah perubahan Rp. 3.500.C00.000,00
b. Realisasi Rp. 3.500.000.000,00
Selisih lebih / (kurang) Hp G*M

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp. 391.096.970,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 239.737.410.264,42
b. Realisasi Rp. 239.346.312.294,42
Selisih lebih / (kurang) Rp. 391.096.970,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b per

31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :




b 3

b. Jumlah kewajiban Rp. 198.556.177,00
8.

c. Jumilah ekuitas dana Rp. 2.682.058.089.821,69

Pasal &

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf
¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun
2012 Sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun

2012 Rp. 242.846.313.294,42
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 257.340.574.468,10
c. Arus kas dari aktivitas investasi

aset non-keuangan Rp. (265.758.377.515,00)
d. Arus kas dari aktivitas

pembiayaan Rp. (3.500.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas non-

ariggaran Rp. 446.803,00
f.  Saldo kas akhir per 31 Desember

tahun 2012 Rp. 230.939.839.326,52

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasa: 1 huruf
d tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secars kuantitat.f

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Paszal 8

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
a. Lampiran I . Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan deerali dan
organisasi;
Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,

pendapatan, belanja dan pembiayaan;




daerah menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Lampiran .4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara;

Lampiran [.5 : Daftar piutang daerah;

Lampiran 1.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Lampiran [.7 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap daerah;

Lampiran [.8 : Daftar realisasi pcnambahan dan
pengurangan aset lainnya,;

Lampiran .9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang  belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya,;
Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah ;dan
Lampiran [.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
b. Lampiran [I : Neraca
c. Lampiran lll : Laporan arus kas
d. LampiranIV : Catatan atas laporan keuangan dapat dilihat

dibuku tersendiri.

Pasal 9

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (2} terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V peraturan daeral
in1 berupa LAKIP.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah tercantum dalam Lampiran VI peraturan daerah ini.
Pasal 10

Bupati Katingan menetapkan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rinciai
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Xi



KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

. Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 26 Agustus 2013

BUPATI KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE

Jiundangkan di Kasongan

oacla tanggal, 26 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
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JAINUDIN SAPRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2013 NOMOR 28



